BAB 3
PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. a Kedudukan hak sewa atas kios didasarkan pada perjanjian sewa-menyewa
dimana kewagjiban dari s pihak yang menyewakan untuk menyerahkan
bangunan/ruangan kios kepada pihak penyewa untuk dipakai serta
dinikmati kegunaannya. Sedangkan pihak yang disebut terakhir memiliki
kewajiban untuk membayar ‘harga sewa atas barang yang dinikmati
olehnya.

b. Meskipun memiliki beberapa ciri hak kebendaan, namun penulis
memandang bahwa hak sewa atas kios bukanlah merupakan benda ataupun
suatu hak kebendaan, melainkan hak perorangan dengan pertimbangan
bahwa hak sewa lahir dari perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam
Buku Il KUH Perdata, sedangkan hak sewa itu sendiri tidak ditekankan
pengaturannya di dalam Buku Il KUH Perdata sebagai kebendaan ataupun
hak kebendaan. Selain itu, penyewa menguasai benda yang disewa karena
adanya perhubungan hukum dengan orang lain atau pihak lain daam
rangka untuk memakai/menikmati fungsi dari benda tersebut, dan bukan
bertujuan untuk memiliki benda tersebut, sehingga sewa-menyewa tidak
mel ahirkan suatu kedudukan berkuasa dimana seseorang menguasai benda

sebagal miliknya sendiri.

2. a Mengingat hak sewa atas kios merupakan hak perorangan, maka hak
tersebut tidak dapat dijadikan obyek jaminan dalam bentuk Gadai atau
Jaminan Fidusia. Adapun praktek yang dilakukan selama ini untuk
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pengikatan jaminan hak sewa atas kios dalam bentuk pranata Jaminan
Fidusia tidak didukung dengan dasar hukum ataupun aasan yang kuat
sehingga terdapat risiko ancaman pembatalan.

b. Hak sewa atas kios tetap dapat dijadikan obyek jaminan mengingat hak
sewa memiliki nila affeksi, mempunyai arti ataupun nilai ekonomis di
masyarakat dan dimungkinkan untuk dialihkan meskipun harus dengan
persetujuan pihak lain. Adapun media yang dapat digunakan adalah dalam
bentuk perjanjian pemberian jaminan hak sewa atas kios meskipun
perjanjian ini tidak dapat memberikan hak-hak kebendaan kepada kreditur
sebagaimana | ayaknya jaminan kebendaan.

c. Selain perjanjian pemberian jaminan tersebut diatas, maka bank harus juga
memperhatikan asli dokumen-dokumen dari hak sewa atas kios yang
hendak dijadikan jaminan, yaitu perjanjian sewa-menyewa, surat
persetujuan dari pemilik/pengelola kios untuk menjaminkan hak sewa atas
kios dan bukti pelunasan pembayaran hak sewa atas kios.

3.2.  SARAN

1. Penulis mendukung diadakannya pembenahan segera terhadap sistim hukum
perdata nasional yang ada saat ini, termasuk KUH Perdata agar dapat
memberikan gambaran yang jelas dan konsisten khususnya mengenai
pengaturan kebendaan, hak kebendaan, ataupun hak perorangan sehingga
tidak terjadi lagi kesimpangsiuran terhadap implementasinya di |apangan.

2. Terkait dengan dikeluarkannya SE No. C.HT.01.10-22, penulis menyarankan
agar Pemerintah segera memberikan solusi atau setidaknya kepastian hukum
terhadap status obyek jaminan fidusia berupa hak sewa atas kios/ruko yang
saat ini sudah terdaftar di kantor pendaftaran fidusia karena bagaimanapun
Pemerintah turut memberi andil terhadap ketidakjelasan implementas
undang-undang jaminan fidusia dengan didaftarkannya hak sewa atas kios

sebagal obyek jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia.
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3. Penulisjuga menyarankan agar Pemerintah dapat segera menjawab kebutuhan
masyarakat terhadap adanya suatu pranata jaminan yang dapat mengakomodir
obyek-obyek jaminan seperti hak sewa atas kios guna memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur dan debitur/penjamin. Hal
ini dapat dilakukan dengan membuat pranata jaminan baru atau memperluas
obyek jaminan atas pranata jaminan yang sudah ada, misalnya jaminan
fidusa. Penggunaan istilah “obyek” dibandingkan penggunaan istilah
“benda” serta memperluas pengertian “obyek” yang tidak hanya terbatas
kepada benda yang dikaitkan dengan kepemilikan, tetapi termasuk juga hak
sewa serta hak-hak lainnya yang mempunyai nilai ekonomis dan
dimungkinkan untuk dialihkan, dirasakan lebih fleksibel untuk menjawab
kebutuhan di masyarakat akan suatu pranata jaminan.
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